BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penulis berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman
pidana karena Terdakwa telah menjual dan menyimpan narkotika golongan
| jenis sabu-sabu, maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan
pidananya. Pertanggungjawabannya adalah dapat dipidana sesuai dengan
Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarenakan
adanya barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta
rupiah) Penulis berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipidana sesuai dengan
Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dikarenakan unsur pidananya lebih terpenuhi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah
kasasi, karena pihak eksekutif yaitu Departemen Kehakiman Republik
Indonesia melalui surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang
Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir ke-19
menerangkan “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding,

tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan
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kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini
berdasarkan yurisprudensi”. Maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud,
Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas
(vrijspraak) yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Menurut
Penulis terhadap putusan bebas tersebut harus dialkukan kasasi karena
berdasarkan barang bukti yang ada bisa saja Terdakwa merupakan penyalur
atau perantara terjadinya tindak pidana narkotika, untuk memutus rantai
narkotika di Indonesia harus dilakukan kasasi terhadap putusan bebas

tersebut.
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